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TAHUN 2018 - 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

a. bahwa Dokumen Perubahan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun
2018 - 2023 telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah
Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 23}\1, jo. Pasal
123 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah,
disebutkan bahwa penetapan Rencana Strategis Perangkat
Daerah dengan Perkada paling lambat 1 (satu) bulan
setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan;

bahwa Kantor Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan
memerlukan adanya dokumen Perubahan Rencana
Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan,
Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagai dokumen
perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
untuk periode 5 (lima) tahun;















BAB III
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

(1) Camat Rembang wajib melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap
pelaksanaan dan hasil Perubahan Renstra Kecamatan Rembang.

(2) Camat Rembang menyampaikan laporan hasil pengendalian dan evaluasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Camat
Rembang.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Untuk menghindari terjadinya kekosongan Renstra Kecamatan Rembang Tahun
2024, Renstra Kecamatan Rembang Tahun 2018-2023 ini dapat digunakan
sebagai acuan untuk menyusun Renja Kecamatan Rembang Tahun 2024.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saaat Peraturan Bupati ini mulai diundangkan, maka Peraturan Bupati
Nomor 60 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Kecamatan Rembang Tahun
2018-2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
Pada tanggal 3 Januari 2022
BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan

pada tanggal 3 Januari 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASURUAN,

ttd.

ANANG SAIFUL WIJAYA
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2022 NOMOR 41
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PENJELASAN ATAS
PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 41 TAHUN 2022
TENTANG

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS KECAMATAN REMBANG
KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2018 -2023
UMUM.

Bahwa dalam rangka mewujudkan Visi Pemerintah Daerah
Kabupaten Pasuruan yang akan dicapai sampai pada akhir tahun
perencanaan yaitu pada Tahun 2023 diperlukan dokumen perencanaan
yang lebih operasional dan implementatif maka diperlukan Renstra
Kecamatan Rembang, sebagai arahan kebijakan perencanaan lima tahun
kedepan. Oleh sebab itu dokumen Renstra Kecamatan Rembang harus
selaras dengan RPUMD dalam hal permasalahan daerah, isu- isu strategis,
tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan berikut
indikatornya.

Dalam rangka penyusunan Renstra Kecamatan Rembang dan Renja
Kecamatan Rembang, Kecamatan Rembang melakukan koordinasi, sinergi
dan harmonisasi dengan para pemangku kepentingan, selain itu
penyusunan Perubahan Renstra Kecamatan Rembang dilakukan satu bulan
setelah penetapan penyusunan Perubahan RPJMD.

Adapun tahapan penyusunan Renstra Kecamatan Rembang
meliputi, Persiapan Penyusunan, Penyusunan Rancangan Awal,
Penyusunan Rancangan, Pelaksanaan Forum Kecamatan Rembang /lintas

Renstra Kecamatan Rembang, Perumusan Rancangan Akhir dan Penetapan
Renstra.

Renstra Kecamatan Rembang memuat tujuan, sasaran, program,
dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan
pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan
tugas dan fungsi setiap Rembang yang disusun berpedoman kepada RPJMD
dan bersifat indikatif.

PASAL DEMI PASAL
Pasal 1

Cukup jelas.
Pasal 2

Cukup jelas.
Pasal 3

Cukup jelas.
Pasal 4

Cukup jelas.
Pasal S

Cukup jelas.



Pasal 6
Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Renstra berpedoman terhadap
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah :
1. Lampiran E.8.2.1 tentang Pengendalian dan Evaluasi terhadap
pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/Kota (Hal. 609);
2. Lampiran E.9.4 tentang evaluasi terhadap hasil Renstra Perangkat
Daerah Lingkup Kabupaten/Kota (Hal. 623).
Pasal 7
Dokumen Perubahan Renstra Kecamatan Rembang Tahun 2018-2023 ini
dapat diberlakukan sebagai untuk pedoman dalam penyusunan Renja
Kecamatan Rembang Tahun 2023 dan Perubahan Renja Tahun 2022

disusun dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
Pasal 8

Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN NOMOR 95



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PASURUAN

NOMOR * 43 TAHUN 2022
TANGGAL  : 3 JANUARI 2022

BAB |

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana strategis (Renstra) Satuan Kerja Kecamatan Rembang (SKPD) adalah
dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun berfungsi sebagai pedoman
penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kerja (Renja) SKPD serta
digunakan sebagai instrument evaluasi keberhasilan dan kegagalan kinerja SKPD dalam
kurun 5 (lima) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam penyelenggaraan
pemerintahan daerah.

Penyusunan Renstra Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan dilakukan
secara simultan bersamaan waktu dengan proses penyusunan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasuruan tahun 2013-2018. Penyusunan
dilaksanakan melalui tahapan persiapan, penyusunan rancangan, penyusunan
rancangan akhir dan penetapan Renstra SKPD.

Secara garis besar kegiatan yang dilaksanakan pada setiap tahapan tersebut
dilaksanakan melalui adalah sebagai berikut :

a. Tahapan persiapan penyusunan Renstra dilakukan kegiatan-kegiatan antara lain :
pembentukan tim penyusun Renstra, orientasi mengenai Renstra, Penyusunan
agenda kerja Tim Renstra serta pengumpulan data dan informasi;

b. Tahapan penyusunan rancangan dan rancangan akhir Renstra dilakukan dengan
tahap perumusan rancangan Renstra dan tahap penyajian rancangan Renstra SKPD
dan;

c. Tahapan penetapan Renstra SKPD Pelaksanaan kegiatan penyusunan Renstra
dievaluasi dan dikendalikan untuk memenuhi kesesuaian terhadap kebijakan
penyusunan Renstra oleh Camat Rembang selaku kepala SKPD, serta dibuat
simpulan pengendalian dan evaluasi kebijakan Renstra oleh Bappeda Kabupaten
Pasuruan. Sebagai bagian dokumen perencanaan kinerja dalam penyelenggaraan

pemerintah daerah maka Renstra Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan 2013-
























































































































BAB VIl
PENUTUP

Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah ( Renstra Kecamatan Rembang )
digunakan sebagai pedoman melaksanakan Visi, Misi, Tujuan, Program dan Kegiatan yang
telah ditetapkan yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja ( Renja OPD ) dan Rencana
Kerja Tahunan ( RKT ).

Perencanaan Stategis ( Renstra ) Review ini dibuat dalam rangka
mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber
daya dan pelaksanaan kebijaksanaan yang dipercayakan kepada setiap OPD berdasarkan suatu
sistem akuntabilitas yang memadai dan berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada
publik. Oleh karena itu perlu dukungan dan peran aktif seluruh unsur pelaksana dan partisipasi

aktif masyarakat dalam pelaksanaannya.

BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF
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